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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
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TENTANG

PERATURAN INTERNAL PADA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

ey ——

.a.

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dan
menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, dinamis,
berdaya guna dan berhasil guna serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, dipandang perlu
adanya peraturan internal pada Pengadilan Tinggi Agama
Padang;

bahwa peraturan internal dimaksud sebagai bentuk
pengukuran teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas
peradilan dan administrasi umum sesuai visi, misi sebagai
kebijakan strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Padang tentang Peraturan Internal Pengadilan Tinggi
Agama Padang Tahun 2026;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Dibawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
033/SK/V /2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap Di
bawah Mahkamah Agung RI;

10. Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
368/KMA/SK/XI1/2022 tentang Pedoman Presensi Online
bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung
Rl dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
117/SEK/SK.HK1.2.5/1/2025, tentang Pedoman
Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

' TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA PENGADILAN TINGGI

AGAMA PADANG TAHUN 2026.

: Menetapkan Peraturan Internal Pengadilan Tinggi Agama

Padang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Peraturan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU menjadi pedoman bagi seluruh hakim, aparatur sipil
negara, serta pihak lain yang melaksanakan tugas di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai ketentuan
yang berlaku

Seluruh  hakim, aparatur sipil negara, dan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mematuhi
dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Internal ini
secara konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. Pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Peraturan Internal dikenakan
pembinaan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 01 Juli 2026
BEFEAPENGADILAN TINGGI AGAMA

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta: —
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 1879/KPTA.W3-A/KP8.1/VII/2026

TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PERATURAN INTERNAL PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG TAHUN 2026

Pasal 1
PENGERTIAN

(1) Yang dimaksud dengan tata tertib adalah seluruh aturan yang telah
ditetapkan di dalam surat keputusan ini.

(2) Yang dimaksud peraturan adalah segala ketentuan yang bersifat mengikat
secara umum dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, serta harus
ditaati semua pegawai.

Pasal 2
YEL-YEL PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

(1) Yel-yel Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan identitas, penyemangat,
dan komitmen bersama seluruh aparatur dalam mewujudkan budaya kerja
yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

(2) Seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pihak lain yang bertugas di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib mengikuti pelaksanaan
yel-yel pada kegiatan resmi yang ditetapkan oleh pimpinan.

(3) Pelaksanaan yel-yel dilakukan sebelum atau sesudah apel, rapat,
pembinaan, atau kegiatan kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan.

(4) Susunan kalimat, tata cara pelaksanaan, dan petugas pemimpin yel-yel
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

(5) Yel-yel Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah "PTA Padang HUMANIS,
Bangga Melayani Bangsa!". Kata HUMANIS merupakan akronim dari
Harmonis, Unggul, Melayani, Akuntabel, Netral, Integritas, dan Santun.

Pasal 3
HAK HAKIM, PNS DAN PPPK

(1) Setiap Hakim dan ASN berhak atas Jabatan dan Kepangkatan sesuai
Peraturan yang berlaku.

(2) Seluruh Hakim dan ASN berhak mendapatkan tugas sesuai dengan uraian
tugas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Padang dan SOP nya.

(3) Hakim dan ASN berhak atas gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab.




Pasal 4
KEWAJIBAN HAKIM TINGGI, PNS DAN PPPK

(1) Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab.

(2) Bekerja dengan tertib, cermat, dan bersemangat serta berintegritas.

(3) Memelihara dan meningkatkan kompetensi serta menjaga kekompakan,
persatuan dan kesatuan.

(4) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

(5) Memberikan contoh serta teladan yang baik.

(6) Mengikuti pembinaan mental.

{7} Mengikuti Senam dan Jum'’at bersih.

(8} Menjalankan Sholat di Mushalla Al-Mahkamah Pengadilan Tinggi Agama
Padang

Pasal 5
KETENTUAN JAM KERJA

(1) Jam kerja Hakim dan ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Padang diatur
sebagai berikut:

a. Senin s.d Kamis: Pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB (istirahat siang pukul
12.00 s.d 13.00 WIB).

b. Jumat: Pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB (istirahat Shalat Jumat pukul
11.30 s.d 13.00 WIB).

(2) Jam Kerja ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh ) menit
dalam 1 (satu) minggu dan dalam 1 (satu) hari minimal selama 7 (tujuh) jam
30 {tiga puluh) menit jam kerja. Setiap Hakim dan ASN wajib mematuhi jam
kerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

(3) Hakim dan ASN yang akan meninggalkan kantor pada jam kerja untuk suatu
keperluan wajib mengisi surat izin keluar kantor di aplikasi e-Silat PTA
Padang yang diketahui oleh atasan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
DISIPLIN KERJA

(1) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang mengisi Presensi Kehadiran
dan Kepulangan melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI. sesuai titik
kordinat lokasi satuan kerja, dilengkapi swafoto yang jelas dan dapat
dikenali, dan yang Tidak melakukan presensi dianggap tidak hadir/mangkir;

(2) Absen masuk pagi, absen pulang, diverifikasi oleh petugas penanggungjawab
absen setiap hari dan melaporkan rekapitulasinya kepada pimpinan disetiap
awal bulan sebagai bahan evaluasi pimpinan.

(3) Apabila dalam rekapitulasi terdapat ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang
yang pulang sebelum waktunya, akan mendapatkan pemotongan tunjangan
kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2020 sebagai berikut:




Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Persentase
Waktunya Pemotongan (%)
1 menit sd 30 menit 0.5
31 menit sd 60 menit 1
61 menit sd 90 menit 1.25
> 90 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir 1.5
masuk / pulang kerja

(4) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang yang akan mengajukan
permohonan cuti ke luar daerah, pemesanan atau pembelian tiket
transportasi dilakukan setelah persetujuan cuti dikabulkan dan/atau telah
diterbitkan Izin Cuti oleh pejabat yang berwenang kecuali dalam hal
mendesak.

(5) Izin Cuti Tahunan pada waktu bersamaan diberikan oleh atasan langsung
dengan melihat kondisi pekerjaan pada bagian masing-masing, kecuali pada
hari raya keagamaan/hari libur nasional disesuaikan dengan Surat
Keputusan Bersama 3 Menteri.

(6) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tidak masuk kerja
karena sakit agar segera menyampaikan surat keterangan dokter selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya dan bagi yang menjalani Cuti Karena
Alasan Penting mendadak, agar segera menyampaikan surat
permohonan/pemberitahuan disampaikan kepada atasan langsung dan sub
bagian kepegawaian.

Pasal 7
PAKAIAN DINAS

(1) Jadwal penggunaan pakaian dinas bagi Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi
Agama Padang terdiri dari:

No. | Hari Jenis Pakaian

1. | Senin |a. Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Panitera Pengganti:
Kemeja Putih Mahkamah Agung, Celana/Rok Warna Biru
Tua (Navy) lengan panjang, Kerudung warna biru tua
(navy), disaat apel Pria memakai peci nasional.

b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana :
kemeja putih Mahkamah Agung lengan pendek yang
dipadukan dengan celana atau rok berwarna biru tua
(navy). Khusus pegawai perempuan menggunakan kemeja
putih Mahkamah Agung lengan panjang dengan kerudung
berwarna biru tua (navy). Pada pelaksanaan apel, pegawai
pria juga wajib menggunakan peci nasional.

2. |[Selasa | a. Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, dan Panitera Pengganti
: menggunakan pakaian berwarna biru dongker atau
warna gelap dengan celana atau rok serta
kerudung/jilbab yang disesuaikan secara serasi.

b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana:
pakaian hijau Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan celana atau rok serta kerudung/jilbab yang
menyesuaikan.




3. |Rabu | a. Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, dan Panitera Pengganti:

' menggunakan pakaian berwarna biru dongker atau warna

gelap dengan celana atau rok serta kerudung/jilbab yang
disesuaikan secara serasi.

b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana :

pakaian hijau Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan celana atau rok serta kerudung/jilbab yang
menyesuaikan.,

4. | Kamis | Seluruh Hakim dan Pegawai:

a. Menggunakan Batik Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

5. |Jumat | a. Jumat pagi, seluruh Hakim dan Pegawai menggunakan
pakaian olahraga yang dipadukan dengan celana olahraga,
sedangkan kerudung/jilbab disesuaikan dengan pakaian
olahraga yang digunakan.

b. Jumat siang, seluruh Hakim dan Pegawai menggunakan
pakaian batik yang dipadukan dengan celana atau rok
berbahan kain berwarna hitam atau warna gelap. Bagi
pegawai perempuan yang berhijab, kerudung/jilbab
disesuaikan agar serasi dengan pakaian batik yang
dikenakan.

(2) Seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib mengenakan
ID Card/nama, lencana hakim (bagi hakim), pin IPASPI, dan pin WBK setiap
hari kerja.

(3) Bagi Hakim dan Panitera yang melaksanakan sidang diwajibkan memakai
pakaian sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
APEL

(1) Seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib mengikuti
kegiatan Apel Senin Pagi dan Apel Jumat Sore, serta mengisi absensi
kehadiran apel.

(2) Setiap Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib mengikuti
Upacara Bendera tanggal 17 Agustus, Upacara HUT Mahkamah Agung dan
upacara nasional lainnya.

Pasal 9
KETERTIBAN LINGKUNGAN KERJA

(1) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib menjaga kebersihan,
ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan di ruang kerja masing-masing
dan tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan kerja.

(2) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang wajib memelihara dan
menggunakan fasilitas kantor tepat guna, efektif, dan efisien sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(3) Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam menggunakan air
dan fasilitas listrik agar sehemat mungkin, serta menutup kran, mematikan
peralatan elektronik apabila telah selesai pemakaiannya.




Pasal 10
PENGUEKURAN KINERJA

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyusun Penilaian Kinerja Pegawai
(PKP) setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan capaian kinerja selama bulan berjalan.

(2) PKP ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui/disetujui
oleh atasan langsung sebagai bentuk verifikasi atas capaian kinerja yang
dilaporkan

(3) PKP disampaikan kepada pengelola kepegawaian paling lambat tanggal 5
(lima) pada bulan berikutnya untuk dilakukan administrasi dan dokumentasi
kinerja pegawai.

Pasal 11
PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG

(1) Setiap atasan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas bawahannya.

(2) Atasan langsung memberikan penilaian terhadap capaian kinerja
bawahannya sekali dalam sebulan dan menyampaikan hasil penilaian
tersebut pada sub bagian kepegawaian.

Pasal 12
SANKSI

(1) Pimpinan, Hakim dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang yang melanggar
tata tertib kedinasan ini dapat diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan
sebagai pelanggaran kedisiplinan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku.

(2) Tim pemeriksa pelanggaran disiplin ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Padang.

Pasal 13
PENUTUP

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala
sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini.

(2) Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pimpinan, Hakim
dan ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

efapkan di : Padang

: : 01 Juli 2026




